UNDANG-UNDANG No, 12 TAHUN 1964
tentang

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA
(Lembaran Negara No. 93 tahun 1964)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih menjamin ketenteraman serta kepastian bekerja bagi kaum buruh yang di
samping tani harus menjamin kekuatan pokok dalam revolusi dan harus menjadi soko guru masya-
rakat adil dan makmur, seperti tersebut dalam Manifesto Politik, beserta perinciannya, pertu segera
dikeluarkan Undang-undang tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta,

Mengingat 1 . Pasal 5 ayat 1 serta pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rotong

MEMUTUSKAN:

I. Mencabut: "Regeling Ontslagrecht voor bepaalde niet Europese Arbeiders™ (Staatsblad 1341 No. 396) dan per-
aturan-peraturan lain mengenai pemutusan hubungan kerja seperti tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata pasal 1601 sampai dengan 1603 Oud dan pasal 1601 sampai dengan 1603, yang berlawanan dengan ke-
tentuan-ketentuan tersebut di dalam Undang-undang ini.

Il. Menetapkan: Undang-undang tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.

Pasal 1
(1) Pengusaha harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
(2) Pemutusan hubungan kerja dilarang:

2. selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena keadaan sakit menurut keterangan dokter selama
waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan terus-menerus.

b. selama burvh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap Negara yang di-
tetapkan oleh Undang-undang atau Pemerintah atau karena menjalankan ibadat yang diperintahkan agamanya
7 dan yang disetujui Pemerintah.

Pasal 2 L]

Bila setelah diadakan segala usaha pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan, pengusaha harus merunding-
kan maksudnya untuk memutuskan hubungan kerja dengan organisasi buruh yang bersangkutan atau dengan buruh
sendiri dalam hal buruh itu tidak menjadi anggota dari salah satu organisasi buruh.

Pasal 3

(1) Bila perundingan tersebut dalam pasal 2 nyata-nyata tidak menghasilkan persesuaian paham, pengusah Janya
dapat memutuskan hubungan kerja dengan buruh, setelah memperoleh izin Panitia Penyelesaian Pers. lisiha_n
Perburuhan Daerah (Panitia Dac¢rah), termaksud pada pasal 5 Undang-undang No. 22 tahun 1957 tentang Penye-
lesaian Perselisihan Perburuhan {Lembaran Negara tahun 1957 No. 42) bagi pemutusan hubungan Kerja perseorang-
an, dan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat {Panitia Pusat) termaksud pada pasal 12 Undang-
undang tersebut di atas bagi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

(2) Pemutusan hubungan kerja secara besarbesaran dianggap terjadi jika dalam satu perusahaan dalam satu bulan

- pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan 10 orang buruh atau lebih, atau mengadakan rentetan pemutusan-

pemutusan hubungan kerja yang dapat menggambarkan Suatu itikad untuk mengadakan pemutusan hubungan
kerja secara besar-besaran.

Pasal 4

J2in termaksud daftam pasal 3 tidak diperlukan, bila pemutusan hubungan kerja dilakukan terhadap buruh dalar
masa percobaan.
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Lamanya masa percobaan tidak boleh melebihj tiga bulan dan adanya masa percobaan harus diberitahukan lebih
dahulu padz calon buruh yang bersangkutan,

Pasal §

(1) Penmohonan izin pemutusan hubungan kerja beserta alasan-alasan yang menjadi 'dasamya harus diajukan sccara
tertulls kepada Panitia Daerah, yang wilayah kekuasaannya meliputl tempat kedudukan pengusaha bagi pemutusan
hubungan kerja perseorangan dan kepada Panitia Pusat bagl pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

(2) Permohonan izin hanya diterima oleh Panitia Daerah/Panitia Pusat bila ternyata bahwa maksud untuk memutuskan
hubungan kerja telah dirundingkan seperti termaksud dalam pasal 2 tetapi perundingan ini tidak menghasilkan
persesuaian peham.

Prsal &

Panitia Daerah dan Panitia Pusat menyelesaikan permohonan izin pemutusan hubungan kerja dalam waktu se-
singkat-singkatnya, menurut tata cara yang berlaku untuk penyelesaian perselisihan perburuhan,

Pasal 7

(1) Dalam mengambil keputusan terhadap permohonan izin pemutusan hubungan kerja, Panitia Daerah dan Panitia

' Pusat di samping ketentuan-ketentuan tentang hal ini yang dimuat dalam Undang-undang No. 22 tahun 1957
tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan {Lembaran Negara tahun 1957 No. 42), memperhatikan keadaan
dan perkembangan lapangan kerja serta kepentingan buruch dan perusahaan.

(2) Dalam hal Panitia Daerah atau Panitia Pusat memberikan izin maka dapat ditetapkan pula kewajiban penguszha
untuk memberikan kepada buruh yang bersangkutan uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian lain-lainnya.

{3) Penctapan besarnya uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian lainnya diatur di dalam Peraturan Menteri Per-
buruhan,

{4) Dalam Peraturan Menteri Perburuhan itu diatur pula pengertian tentang upah untuk keperluan pemberian uang
pesangon, uang jasa dan ganti kerugian tersebut di atas.

Pasal B

Terhadap penolakan pemberian izin oleh Panitia Daerah, atau pemberian izin dengan syarat, tersebut pada pasal
7 ayat (2), dalam waktu empat belas hari setelah putusan diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik buruh
danfatau pengusaha maupun organisasi Buruhfalau organisasi pengusaha yang bersangkutan dapat minta banding
kepada Panitia Pusat.

Pasal 9

Panitia Pusat menyelesaikan permohonan banding menurut tata cara yang berlaku untuk penyelesaian perselisihan
perburuhan dalam tingkat banding.

Pasal 10
Pemutusan hubungan kerja tanpa izin seperti tersebut pada pasal 3 adalah batal karena hukum.

Pasal 11

Selama lzin termaksud pada pasal 3 belum diberikan, dan dalam hal ada permintaan banding tersebut pada"pasal
8, Panitia Pusat belum memberikan keputusan, baik pengusaha maupun buruh harus tetap memenuhi segala kewajiban-
nya.

Pasal 12

Undang-undang ini berlaku bagi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di perusahaan-perusahaan swasta, terhadap
seluruh buruh dengan tidak menghiraukan status kerja mereka, asal mempunyai masa kerja lebih dari 3 {tiga) bulan
berturut-turut,

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang belum diatur di dalam Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Per-
hornhanm
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Pasal 14

Undang.undang inl mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetzhuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan pe-
nempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Sepiember 1964

Pd. Presiden Republik Indonesia,

Dr, SUBANDRIO

Dlundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1964

Sekretaris Negara,

MOCH. ICHSAN | ~
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PENJELASAN
ATAS
" UNDANG-UNDANG NO, 12 TAHUN 1964
tentang

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA
{Tambahan Lembaran Negarz No, 2686)

UMUM

Bagi kaum buruh putusnya hubungan kerja berarti permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya, «
hingga untuk menjamin kepastian dan ketenteraman hidup kaum buruh seharusnya tidak ada pemutusan hubung:
kerja. L

Tetapi pengalaman sehari-hari membuktikan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak dapat dicegah seluruhnya,

Berbagai jalan dapat ditempuh untuk memecahkan persoalannya. Setelah ditinjau masak-masak berdasark:
pengalaman-pengalzaman yang lampau, maka pada hemat Pemerintah, sistem yang dianut dalam Undang-undang i
adalzh yang paling tepat bagi negara kita dalam taraf pertumbuhan sekarang,

Pokok-pokok pikiran yang diwujudkan dalam Undang-undang ini ¢.:lam garis besamya adalah sebagai berikut:

1. Pokok pangkal yang harus dipegang teguh dalam menghadapi masalah pemutusan hubungan kerjz ialah bahv
sedapat munglkin pemutusan hubungan kerja harus dicegah dengan segala daya upaya, bahkan dalam beberapa h
dilarang.

2. - Karena pemecahan yang dihasitkan oleh perundingan antara pihak-pihak yang berselisih seringkali lebih dap:
diterima oleh yang bersangkutan daripada penyelesaian yang dipaksakan oleh Pemerintah, makz dalam siste
Undang-undang ini, penempuhan jalan perundingan ini merupakan kewajiban, setelah daya upaya tersebut pac
I tidak memberikan hasil.

3_. Bila jalan perundingan tidak berhasil mendekatkan kedua pihak, barulah Pemerintzh tamgil ke muka dan camp
tangan dalam pemutusan hubungan kerja yang hendak dilakukan oleh pengusaha.
Bentuk campur tangan ini adalah pengawasan preventil, yaitu untuk tiap-tiap pemutusan hubungan kerja ole
pengusaha diperlukan izin dari Instansi Pemerintah,

4. Berdasarkan pengalaman dalam menghadapi masalah pemutusan hubungan kerja, maka sudah sepatutnyalah bi
pengawasan preventif Ini diserahkan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerzh dan Panit
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat.

5. Dalam Undang-undang ini diadakan ketentuan-ketentuan yang bersifat formil tentang cara memohon izin, m
minta banding terhadap penolakan permohonan izin dan seterusnya.

6. Di samping itu perlu dijelaskan bahwa bilamana terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran sebag
akibat dari tindakan Pemerintah, maka Pemerintah akan berusaha untuk meringankan beban kaum buruh itu da
akan diusahakan penyaluran mereka pada perusahaan/proyek yang lain.

7. Demikian juga pemutusan hubungan kerja karena akibat modernisasi, otomatisasi, efisiensi dan rasionalisasi yar
disetujui oleh Pemerintah mendapat perhatian Pemerintah sepenuhnya dengan jalan mengusahakan secara akt
penyaluran buruh-buruh itu ke perusahaan/proyek lain.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas,
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3

Sekiranya di sini dikemukakan, bahwa jumlah sepuluh bucuh termaksud pada pasal 3 ayat {2) hanya merupaka
ancar-ancar; ukuran yang penting ialah maksud/hasral pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja secara besa
besaran.
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Pasal 4

Dalam masa percobaan menurut hukum yang berlaku keduva pihak berwenang untuk memutuskan hubungan kerja
seketika. Azas tersebut tetap dipertahankan dalam Undang-undang ini.

Pasal 5 sampai dengan 9

- Mengatur tata cara permohonan izin dan lain-lain hal yang bersifat formil, schingga tidak perfu dijelaskan lebih
lanjut.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Berdasarkan pasal 12 ini semua buruh (termasuk buruh contractors) dengan tidak menghiraukan apakah mereka
buruh haran, bulznan atau knrongan (op stukloon) dilindungi oleh Undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan peruszhaan, ialah perusahaan yang tidak berstatus perusahaan negara atau perusahaan
daerah dan yang merupakan organisasi dari alat-alat produksi untuk menghasilkan barang-barang atau jasz guna me-
muaskan kebutuhan masyarakat,

Adapun mengenai pemutusan hubungan kerja di perusahaan-perusahaan negara dan daerah, Pemerintah bermaksud
mengadakan peraturan tersendiri.

Pasal 13 dan 14
Cukup jelas.

Mengetahui
Wakil Sckretaris Negara,

SANTOSO, SH.
Brig. Jen. TNI



Menimbang : a.

Mengingat : 1.

Memperhatikan :
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MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIX INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR: PER-04/MEN/1986

TENTANG
TATA CARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN
PENETAPAN UANG PESANGON, UANG JASA
DAN GANTI KERUGIAN

MENTERI TENAGA KERJA,

bahwa untuk lebih menjamin adanya ketertiban dan kepastizn hukum
dalam pelaksanaan pemutusan hubungan ketja sebagai dimaksud pasal
2 Undang-undang No. 12 Tahun 1964, perlu adanya pengaturan tentang
Tata Cara Pemutusan Hubungan Kefja;

. bahwa penetapan besarnya uang pesangon, uang;asa dan ganti kerugian

akibat pemutusan hubungan kerja sebagal dimaksud dalam Peraturan
Menteri Perburuhan No. 9 Talun 1964, sudah tidak sesual lagl;

. bahwa sehubungan dengan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Menteri

Tenaga Kerja tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja dan Pe.
netapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Gant! Kerugian.

Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Persehmhar
Perburuhan;

. Undang-undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungai

Kerja di Perusahaan Swasta;

. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan.keteatua:

Pokok Mengenal Tenzga Kerja;

. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1931 tentang Perlindungan Upah;
. Keputusan Presiden RI No. 45/M Tahun 1933 tentang Pembentuka

Kabinet Pembangunan IV;

. Keputusan Presiden RI Mo, 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisa:

Departemen:

1. Pokok-pokok Piklran- tentang Penyempurnaan PMP No, 9 Tahu
1964;

- 2. Kesepakatan Bersama Lcmbaga Kerjasama Tripartit Nasional No. 1
Tahun 1936;

3. Hasil sidang pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Naslonal tangg
28 Januarl 1986 di Jakarta,
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG TATA CARA
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PE-
SANGON, UANG JASA DAN GANTI KERUGIAN.

Pasal 1

_Dalam Peraturan inl yang dimaksud dengan :
a. Perushaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekera dengan tujuan
mencar} keuntungan atau tidak milik swasta;

b. Pengusaha lalah orang atau badan hukum atzu perkumpulzn pengusaha yang mem-
pekerjakan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1981;

Pekerja, falah orang yang bekerja pada Pangusaha dengan menerima upzh;

d, Pegawal Peram.ara falah Pegawaj sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mentcn
Tenaga Kerja.Nomor PER-O2/MEN/1983 Yunto Undang undang Nomor 22 Tahun
1937,

Pas:.l2

(1) Apabila perundingan pemutusan hubungan kega yang dilaksanakan ‘oleh kedua belah
pihak temyata tidak mendapatkan hasil kesepakatan penyelesaiannya, maka sebelum

- Pengusaha mengajukan permohonan fjin pemutusan hubungan kerja kepada Panitia
Penyelesalan Persalisihan Perburthan Dasrah atau Panitin Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Pusat, kedua belah pthak atau salzh satu pihak mengajukan permintazn
kepada Kantor Departemien Tenaga Kega atau Kantor Wilayah Departemen Teznaza
Kerja ateu Departemen Tenaga Kegja Pusat untuk dipecantarai oleh Pezawai Perantara.

(2) Pegawai Perantara selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) harl sejak permintaan
perantaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima, sudah melakukan peran-
taraannya,

(3) Apabila Pazawai Perantara dalam memberikan perantaraannya ternyata tidak berhasil
atau berhasil mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk pemutusan
hubungan kerja, maka Pegawai Perantara dzngan disertai surat permohonan ijin pe-

mutusan hubungan k2rja dari Pengusaha segsra menyerahkan persoalannyz kepada
Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja untuk proses ssfanjutnya,

Pasal 3

Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harj terhztung sejak tanggal diterima-
nya oleh Kanwil permatalahan sebagiimana dimaksud pasal 2 ayat (3), Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja mengajukan permintasn kepada Menteri Tenaga Kera untuk
mendapat petunjuk penyelesaian, sebelum. difidangkan Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Daerah atau Panitia Penyelesalan Perselisihan Perburuhan Pusat,
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Pasal 4

(1) Satiap permohonan ljin pemutusan hubungan kega dibuat di atas kertas bermeterai
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

(2) Permohonan jjin pemutusan hubungan kegja seperti dimaksud ayat (1) memuat hal-

. Nama dan tempat kedudukan Perusahaan/Pemchon;
. Nama orang yang bertanggung jawab diperusahaan;
. Nama dari Pekerja yang diminta pamutusan hubungan kerja;
. Umur dan jumiah keluarga dari Pekerja;
. Jumlah masa kerja dari setlap pekera;
Penghasilan terakhir berupa uang dan catu dengan cuma-curna sebulan;
. Alasan-alasan darl pengusaha secara terpernei untuk mengadakin pemutusar
hubungan kera;
. Bukt, bahwa telah dladakan perundingan sebagalmana dimaksud padz pasal :
Undang.undang No, 12 Tahun 1964, '
Pazal §

Penguasaha dapat memutuskan hubungan kerjz tanpa meminta {jin pemutusan hu
bungan kerja kepada Panitla Penyslesalan Parselisihan Perburuhan Daerah atau Paniti
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat apabila :

a. Pekerja dalam masa percobaan;
b. Hubungan kerja yang atas Kesepakatan Kerja untuk waktu tertentu dan masa berlaku
nya Kesepakatan Kerja tersebut telzh beralchir;
c. Pekerja mengundurkan diri secarz tertulis; ‘
d. Pekerja telsh mencapai usia pensiun yang telah ditctapkan dalam Kesepalatan Keg
Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Becsama.
Pasal 6

N - cr»‘E

-

(1) Dalam hal pekerja tidak masuk bekegja dalam waktu sedikitdikitnya 6 (enam) has

kerja terus menerus tanpa disertal keterangan secara tertulis dengan bukti-bukti yan
sah, Pekerja tersebut dinyatakin telah mengundurkan’dlri, kecuali apabila diatu
lain dalam peraturan perusahaan atau dalam kesepakatan bersama yang berlaku ¢
perusthaan yang bersangkutan.

(2) Apabila dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kecja Bersam
batas waktu telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih dari 6 (enam
harl sscara terus menerus, ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjizn Ker:
Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama tersebut tetap berlaku samp:
berakhir masa berlakunya Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersam:

Pasal' 7
(1) Hubungan keda yang mempersyaratkan adanya masa percobaan, haru dinyataks
secara tertulis,
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(2) Lamanyz masz petcobaan scbagai.rmn:i dimaksud ayat {1) paung 1ama 3 (tiga) ouwn

dan boleh dladakan hanya untuk satu kalf masa percobaan,

(3) Ketentuan adanya masa percobazr tidak berlaku untuk Perjanjlan Kerja Wak-tu Ter-

tentu,

Pasat 8
Permohonan jjin Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat diberilan apabila pemutusan

hubungan kerja d:dasa.rkan atas :

a.

(1)

(2)

Hal-hal yang berhubungm dengan keanggotaan Serikat Pekeqa atzu dalam rangka
pembentukan Secikat Pekerja dan melaksanakan tugas-tugas atau fungsi Serikat Pekerja
di lvar Jam kera;

Pengaduan Pekerja kepada yang berwajib mengenai tingkah laku Pengusaha yang ter-
bukil melanggar Peraturan Negara;

Paham, Agama, Aliran, Suku, Colongan atau jenis kelamin,

Pasal 9

Permohonan ijin Pemutusan Hubungan Kerja dapat diberikan karena kesalahan berat

sebagal berlkut :

a. Pada saat Perjanjian Kefa diadakan memberikan keterangan palsu atay yang di-
palsukan;

b. Mabok, madat, pemakai obat hius atau narkotika di tempat kerja;

. Melaloukan perbuatan asusdla di tempat kerja;

d. Melakukan tindakan kejahatan misalnya: mencurl, menggelapkan, menlpu, mem-

perdagangkan barang terlarang baik dalam lngkungan perusahaan maupun di lvar
lingkungan penisahaan;

e. Penganlayaan, menghina sacara kasar atay mengancam Pengusaha, kelua:ga Peng-
usaha atau teman sekera;

f. Membujuk Pengustha atau teman sekerja untuk melakukan sesuaty yang berten-
tangan dengan hukum atau kesusdlazn;

g. Dengan sengaja atau ceroboh merusak, mcrugxk:m atau memblarkannya dalam ke-
1dzan bahaya milik perusahaan;

h. Dengan seng1ja atau kecctobohan merusak atzu membilarkan dir] atau teman se-

srjanya dalam keadaan bahaya;

1, Membongkar rahatfa perusshaan atau mencemarkan nama baik pimpinan pecusaha:
an dan keluarganya yang seharumya dirahadakan, kecuali untuk kepentingar
negra.

Permutusan Hubungan Kesja yang dimakeud ayat (1) adalzh tanpa pesangon, dan van;

jasa.

Perpustakaan Unik
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Pasal 10

Pengusaha dapat memberlkan peringatan pertama dan terakhir kepada Pekzrja apabita:

a. Setelah 3 (tiga) kall berturut-turut Pekerja tetap menolak untuk mentaat! perintah
atau penugasin yang layak sebagaimana tareantum dalam Perjanjian Kerja, Kesepa-
katan Kerja Bervama atau Peraturan Perusahann;

b. Dengan sengaja atau karena lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan demikian
sehingga la tidak dapat menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya;

¢. Tidak eakap melakukan pekerjaan walaupun sudah dicoba di bidang tugas yang
ada; :

d. Melanggar ketentuan ya.i'ig telah ditetapkan dalam Kesepakatan Kerja Bersama,
Peraturan Perusahaan atau Peganjian Ketja,

Setelah mendapatkan peringatan terakhis Pekeja masih tetap tidak menunjukan per-
baikan ataupun melakukan pelanggaran lagi, Pengusaha dapat mengajukan Pemutusan

Hubungan Kerjz kepada Panitia Penyelesaian Perselisthan Petburuhan Daerah atau

Panitia Penyeleszian Perselisihan Perburuhan Pusat.

Bagi Pekerja yang chnﬁtus:m hubungan kerjanya disebabkan karena kesalahan ringan,
Pekerja berhak mendapat uang pesangon,

Bagl Pekerja yang pemutusan hubungan kerjanya disebabkan bukan karena kesalahan
Pekerja kepadanya diberikan uang jasa dan uang pesangon.

Pasal 11

Apabila permohonan fjln Pemutusan Hubungan Kerja kepada Panitia Penyelesaian
Persefisthan Perburuhan Daerah atau Panitla Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pusat terdapat tuntutan upah lembur, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
DaerahfPusat dalam memberikan §jin harus termasuk pula penyeleszian mengenai
upah lembur sesual pechitungan yang telah ditetapkan oleh Kantor Departemen
Tenaga Kerja.

Apabila jumlah tuntutan upah lembur telah ada kesepakatan bersama antara Pekerja,
dengan Pengusahz dan diketahu! oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja, putusan
Panitla Penyelesalan Perselisihan Perburuhan Daerah 2tau Panitia Penyelesalan Per-
selisthan Perburuhan Pusat sesual dengan Kesepakatan Bersama tersebut,

Pasa} 12
Apabila perundingan untuk melaksankan Pemutusan Hubungan Kerja telah dicapal

kesepakatan oleh Pekerja dengan Pengusaha, atas permohonan [jin Pemutusan Hubungan
Kerja tersebut Panitla Penyelesajan Perselisthan Perburuhan Daerah/Pusat atau pada dasar-
nya memberikan fjln sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut.

Perpustakaan Unik
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Pasal 13

(4} Selarna fjin Pemutusan Hubungan Kega belum diberikan oleh Panitla Penyelesaian
Perselisthan Perburshan Daerah atau oleh Panitia Penyelesaian Persslisihan Parburuhan
Pusat, dan apabila diadakan tindakan skorsing maka Pekerja berhak mendapatkan

upzh serendah-rendzhnya 50% (lima puluh persen), dan berlaku paling tama 6 (enam)
bulan,

{2) Setelah masa skorsng belum ada putusan P4 Daérahl?usat Pekerja tidak mcndai:at-
kan upah.

Pasal 14

Besamya vang pesangon ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai bcn.kut
Masa kerjakuangdadi I tahun .. ...l ..l s, . RN I bulan upah
Masa kerja 1 tahun atau lebih tcl:lpl
kutangdari2tahun. . ....... ..., oo o S Ao R 2 bulan upah
lasa kerja 2 tahun atau lebih tetapi -
kurangdad 3tahun . ... oo i e e s ¢+ 3bulancupah
Masakega3tahunataulebih ... .. .. oo i 4 bulan upah

Pasal 15

Besarnya uang jasa ditetapkan sekurang-kurangriva sebagal barikut :
Masa kerja 5 tahun 2tau lebih tetapi

kurang dari10tahun . ... ... T, b EERER: o - - & « .. 1bulanupah
Masa kerja 10 tahun atau lebih tetapl i

kurangidan 15 aiira o | 0 || . G | | N, 2 bulan upah
Masz kerja 15 tahun alau lebih lelapl kumngdad 20 tahun. . ..... .. .0 3 buian upals
Mazsa keqja 20 tahun atau lebih tetapi

kurang dari 25 tahun .o .. v evn e e o = TR T Y .. 4 bulap upah
Masa kerja 25 tahunataulebih ... il e 5 bulan upah

Pawl 16

Ganti kerugian meliput :

a. ganti kerugian untuk istirahat tahunan yang belum diambll dan belum gugur menurut
pechitungan seperti tersebut pada pasal 2 ayat (2) dan pasal 17 Peraturan Pemerintah
No. 2] Tahun 1954 tentang Istirahat Tahunan bagi Buruh;

b. gant! keruglan untuk Lstizahat panjang bilamana perusahaan yang bersangkutan ada
peraturan lstirahat panjang dan Pekerja belum mengambll istirahat jtu menurut pec-
bandingan antara masa keqa Pekerja dengan masa kerja yang ditentukan untuk dapat
mengambil [stirahat panjang;

c. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja
itu diterima bekerja;

Perpustakaan Unik
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d. hal laln yang ditetapkan Panitia_Penyelesaian Perselivihan Perburuhan Pusat atau
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daacah.

Pasal 17

Pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 14, 15 dan pasal 16 dilakukan secara tunai,
kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak atau ditentukan lain oleh Panitia Penyelesai-
an Perselisihan Perburuhan Daerah atau Panitla Penyelesalan Perselisihan Pecburuhan Pusat.

Pasal 18 .
(1) Upah sebagai dasar pemberian vang pesangon, uang jasa, dan ganti kerugian, terdiri
atas :
a. Upah pokok:

b. Segala macam tunjangan yang dlbenknn kepada Pekera dan keluarganya secara
berkala dan teratur;

€. Harga pembelian dad eatu yang diberikan kepada Pekerja dengan cuma-cuma
apabila catu harus dibayar oleh Pekerja dengan subsldi maka sebagai upah dianggap
selisih antara harga pambelian dengan harga yang harus dibayar olsh Pekerja;

d. Penggantian perumahan yang diberikan secara euma-cuma yang besamya ditetapkan
10%% dari upah berupa vang;

¢. Penggantlan untuk pengobatan dan perawatan yang diberikan secara cuma-cuma
yang besarnya ditetapkan sebesar 5% dari upah berupa vang.

(2) Upah gebulan untuk Pekea yang menerima upah hadan, sama dengan 25 {(dua puluh
lima) kall upah sehari,

(3) Dalam hal Pekerja diberikan upah 2tas dasar perhitungan upah potongan atau borong
an, besarnya upah sehar sama dengan pendapatan rata-rata selama tiga bulan terakhir.

Pasal 19

Setap keputusan Panitia Penyelesajan Perselisihan Perburuhian DaerahfPusat yang
telah menetapkan uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian lainnya yang didasarkan
atas peraturan Menter Perburuhan No. 9 Tahun 1964, yo Peraturan Menteri Perburuhan
No, 11 Tahun 1964 kemudian dimintakan banding setelah dikeluarkan Peraturan Menter
ini, maka Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dalam memutuskan besarnya
uang pesangon, vang jasa dan ganti kerugian lainnya terhadap putusaa Panitia Penyelesaian
Perselisthan Perburuhan Daerah yang telah dimintakan banding tersebut tetap didasarkan
atas Peraturan Menterd No. 9 Tahun 1964 yo Peraturan Menated Perburuhan Ne, 11
Tahun 1964,

Perpustakaan Unik
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Pasal 20

Dengan ditatapkannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Perburvhan Mo, 9 Tahun
1964 tentang Penetapan Besamya Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian dan
Peraturan Menterf Perburuhan No. Il Tahun 1984 tentang Perubahan Peraturan Mented
Perburuhan No. 9 Tahun 1964, dinyatakan tidak beclaku lagi.

Pasal 21
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : JAKARTA
Padatanggal : 24 — 4 ~ 1986

MENTERI TENAGA KERJA,

SUDoMO
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PENDAHUTLUAN

Peraturan Perusahean ini dibuat untuk menjadi pegangan
bagi Perusahaan maupun Karyawan yang berisikan tentang hak-hak
dan kewajiban masing-masing pihak dengen .tujuan memelihara
hubungen kerja yang baik dan harmonis antara Perussahaan dan
Karyawan dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan
Karyawan dan kelangsungan usaha Perusahaan.

Karvawan ysang dimaksud dalam Peraturan Perusahaan ini
adalah mereka yang diterime menurut pasal 1 (satu) Peraturan
Perusahaan ini dan bekerja di PT. DUA SEKAWAN MULIA.

Isteri dan eansk karyawan yang dimaksud dalam Peraturan
Perusahaan ini adalah isteri dan anak yang sah yang t
begian Personalia.

]
i
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Pasal 1
HUBUNGAN KERJA DAN MASA PERCOBAAN

1. Penerimaan Karyawan baru di Perusahaan disesuaikan dengan
kebutuhan Perusahaan -‘dan untuk dapat diterima, harus
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

2., Disamping tersebut diatas calon Karyawan harus lulus dalam
ujian / test yang diadakan oleh Perusahaan.

3. Calon Karyawan yang telah memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan oleh Perusahaan diterima sebagai Karyawan dengan
masa percobaan peling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
Karyawan yang bersangkutan mulai bekerja di Perusahaan.

Dan adanya masa percobaan harus diberitahukan kepada calon
Karyawan yang bersangkutan.

4, Selama dalam masa percobaan, masing-masing pihak dapat
memutuskan hubungan kerja setiap saat tanpa syarat.

5. Seorang Karyewan yang telah menyelesaikan masa percobean
dengan baik dan telah memenuhi persyaratan, dapat diangkat
menjadi Karyvawan sesuai dengan status penggolongannya.

Pasal 2
HARI KERJA DAN JAM KERJA

1. Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ber-
laku, hari kerja biasa di Perusahaan adalah 6 (enam) hari
kerja dalam seminggu.

' Y R k g -5

"2. Jam kerja di Perusahaan adalah 7 jam sehari dan 40 jam
seminggu dengan ketentuan behwa apabila Perusahaan me-
merlukan kerja shift, maka KXaryawan harus bersedia me-
laksanakan jam kerja tersebut. .

3. Jam kerja di Perusahaan diatur sebagai berikut ‘:

"Hari Senin s/d Jum’at : Jam 08.00 s/d Jam 16.00
dengan waktu istirahat : Jam 12.00 s8/d Jam 13.00
Hari Sabtu : : Jem 08.00 s/d Jam 13.00

4. Pekerjaan dilakukap lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam
seminggu adalah sebagai kerja lembur dan untuk pengembangan
waktu kerja tersebut harus dengan seijin Depnaker.

Pasal 3
KERJA LEMBUR

1. Apabila Perusahaan memerliuken kerja lembur,
harus bersgdia_melqknkan_peke;jpan‘}gmbur.

S i

|
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Perhitungan upah lembur diatur sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku, yaitu ditentukan sebagai berikut:

a. Apabilae kerja lembur dilakukan pada hari kerja biasa :
Untuk jam lembur pertama dibayar,
SebeSAT .ivivianceasnnssacnanrnaena .t 1 1/2 x upah sejam
Untuk jam lembur selebihnya dibayar,
SEbEeSAT ...ivitiiriiacertneeroneeness I 2 x upah sejam

b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat
mingguan/Hari Raya Resmi :

- Untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam atau 5
(lima) jem, apabila hari raya tersebut jatuh pada hari
kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam)
hari kerja seminggu, harus dibayar sedikit-dikitnysa
2 (dua) x upsah sejam.

- Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam atan
5 (lima) jem, apabila hari raya tersebut jatuh pada
hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam
6 (enam) hari kerja seminggu, harus dibayar upah
sebesar 3.(tiga) x upah sejam.

- Untuk jam kerja kedua seteleah 7 (tujuh) jam atau
5 {(lima) jam, apabila hari raya tersebut jatuh pada
hari kerje terpendek pada salah satu hari dalam \
6 (enam) hari kerja seminggu dan seterusnya, harus di-
bayar upah sebesar 4 (empat) x upah sejam.

c. Perhitungan upah biasa sejam :
1. Untuk karyawan bulanan : 1/173 upeh sebulan
2. Untuk karyawan harian : 3/20 upah sehari
3. Untuk karyawan borongan : 1/7 upah rata-rata sehari

Pasal 4
PENGUPAHBAN

Sistem pengupahan diatur menuwrut status Karyawan, yaitu

harian, borongen dan bulanan dengan susunan upah sebagei !
berikut :

~ - Upah pokok

Tunjangan jabatan
- Tunjangan transport
- uang makan

- Premi, 4dll.

Penetapan upah pada dasarnya ditetapkan berdasarkan jabatan
keahlian, kecakapan, prestasi kerja, konduite dan -lain
sebagainya dari Karyawan yang bersangkutan.

Pajak atas upah adalah menjadi tanggungan
weahaan. J/
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4. Peninjauvan upah perorangan tidak dilaksanakan secara
otomatis, akan tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
atas dasar prestesi dan konduite kerja masing-masing
Karyawan serta kemampuan Perusahaan.

5. Pembayaran upah terendah tidak akan kurang dari Upah
Minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

6. Pelaksanaan pembayaran upah bagi pekerja harian/bbrongan
dilaksanakan pada tiap-tiap akhir minggu dan untuk pekerja
bulanan pembayeran dilaksanakan pada tiap-tiap akhir bulan.

Pasal 5
KOPERASI KARYAWAN

1. Dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas kerjs, perlu
ditunjang adanye peeningkatan kesejahtraan Karyawan.

2. Bahwa salah satu sarana penunjang kearah peningkatan
kesejahteraan tersebut tidak saja tergantung pada keadaan
pada keadaan upah, namun dengan sebagian upah masing-masing
Karyawan dapat dikembangkan untuk usahe bersama melalui
pembentukan Koperasi Karyawan.

3. Dalam pada itu Perusahaan dengen kemampuan yang ade akan
berusaha ikut mendorong kearah tumbuh dan berkembangnya
kehidupan Koperasi Karyawan di Perusahaan.

Pasel 6 !
1 K. 2 -~ TUNJANGAN HARI RAYA (THR)

Menjelang Hari Raya/Tahun Baru sesuai dengan kondisi dan
kemampuan Perusahaan, Perusahaan akan memberikan Tunjangan
Hari Raya kepada Karyawan sebesar 1 (satu) bulan upah bagi
vang sudah bekerja pada Perusahaan selama 12 bulan atau: lebih
dan pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu
sebelum Hari Raya masing-masing, S‘%&EF%% begi Karyvawan yang
bekerja lebih dari 3 (tiga) bulan/dkan %%pi belum sampai 12
bulan akan diberikan secara proporsional. '

Pasal 7
PERAWATAN DAN ENGOBATAN

1. Guna memelihara kesehatan para Karyawan/- Peru&ahaaEAmgg e-
diaken fasilitas pengobatan yang ditentukan oleh/ﬁesu%ah

atau penggantian biaya pengobatan akan ditas \
Perusahaan sekurang-kurangnya 85 %. /e
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2. Bagi Karyawan yang akan menggunakan fasilitas tersebut

harus terlebih dahulu minta ijin kepada Perusahasan.

3. Bagi Karyawan yang dalam keadaan mendesak memerlukan
perawatan dan pengobatan diluvar ketentuan yang telah di-
tetapkan Perusahaan, Perusahaean akan memberikan bantuan
sesuai dengan kebijaksanaan. .

Pasal 8
PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB} DI PERUSAHAAN

1. Program Keiuarga Berencana adalah merupaken salah satu
bagian yang dapat menunjang untuk peningkatan kesejahteraan
Karyawan pada umumnya, untuk itu perlu adanya peran serta
secara aktif dari pihak Karyawan maupun Perusahasan.

2. Bahwa untuk pelaksanaan program Keluarga Berencana di
Perusahaan, perlu adanya unit/personil yang menanganinya.

3. Untuk kelancaran program tersebut, Perusahaan akan membantu
sesual dengan kemampuan Perussashagan.

Pasal 9
UPAH SELAMA SAKIT

1. Apabila Karyawan sakit dan depat dibuktikan dengan surat
keterangan dokteer, maeka upahnya akan dibayar.

. 2. Apabila Karyawan sakit dalam jangka waktu lema yang dapat
dibuktikar dengan surat keterangan dokter, maka upahnys
dibayar sesuai dengen ketentuan sebagai berikut :

- Tiga bulan pertama dibayar upah sebesar 100 %
- Tiga bulan kedua dibayar upah sebesar 15 %
- Tiga bulan ketiga ' dibayar upah sebesar 50 %
~ Tiga bulan keempat dibayar upah sebesar 25 %

3. Dan apabila setelah lewat 12 bulan ternyata Karyawan yang
bersangkutan belum mampu untuk bekerja kembai, make perusa-
haan dapat memutuskan hubungan kerjanya dan dilaksanakan
sesuai dengan prosedur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964.

T Pasal 10
* TUNJANGAN KECELAKAAN KERJA

1. Apabila Karyawan mendapat kecelakaan sesuai dengan yang di-
* maksud dalam Undang-Undang KXecelakaan Kerj ARk E= Per—

. T T
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2. Macamnya ganti kerugian seperti vang dimaksud dalam ayet

(1) diatas tersebut berupa :

- Biaya pengangkutan Karyawan dari tempat kecelakaan ke -

rumahnya atau ke rumah sakit.
- Biaya perawatan dan pengobatan.
- Biaya penguburan. ,
- Tunjangan kecelakaan kerja. )

Pasal 11
TUNJANGAN KEMATIAN BUKAN OLEH KARENA KECELAKAAN KERJA

Apabila Karyawan meninggal dunia bukan karena kecelakaan
kerja, make Perusehaen akan memberikan sumbangen kepada
ahli warisnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- Upah dalam bulan yang sedang berjalan

- Sumbangan ongkos penguburan

- Uang duka atau wuang pengabdian Karyawan yang besarnya
serendah-rendahnye sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Tenega Kerja Nomor 04/MEN/1986 tentang Penetapan
Uang Pesangon, Uang Jasa dan Gant1 Kerugian.

- Santunan dari :

PEOEERSM—ASTEK . 27, TUETITER (Aurserg] ~ frig/on Jonsorsek.
Apabila keluarga Karyawan yang meninggal dunia, maka Peru-

sahaan akan memberikan sumbangan sesuei dengan kebijak-
sanaan Perusahaan.

. B " Pasal 12
ISTIRAHAT MINGGUAN DAN HARI LIBUR

Setelah bekerja selama 6 (enam) hari berturut-turut kepqda
Karyawan diberikan isirahat mingguan selama 1 (satu) hari.

Pada hari-hari libur resmi/hari raya yang ditetapkan oleh

. Pemerintah, Kaeryvawan dibebaskan untuk bekerja dengan

menerima upah penuh.

Pasal 13
ISTIRAHAT TAHUNAN

Setiap Karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan berturut
turut berhak atas istirahat tahunan selama 12 hari kerja
dengan mendapat upah penuh.

Perusahaan dapat menunda permohonan istirahat tahunan
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Ilahirnye- . hak
istirahat tahunan. Istirahat tahunan tersebut dapat dibagi
dalam beberapa ;. bagian, - asalkan satu bagian_ _terdapat
sekurang- kurangnya 6 (enam) har1 kerJa terus,méneruqr

,\&
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Bagi Karyawan yang akan menggunakan istirahat tahunannya,
Karyawan harus seminggu sebelumnya telah mengajukan per-
mohonan terlebih dahulu kepada Pimpinan Perusahaan.

Perusshaan akan memberitahukan kepada Karyawan apabila hak
atas istirahat tahunan timbul.

Hak atas istirahat tahunan gugur apabila setelah waktu 6
bulan sejak lahirnya hak tersebut Karyawan ternyata tidak
menggunakan haknya bukan karena alasan-alasan yang diberi-
kan oleh Perusahaan.

Pasal 14
CUTI HAMIL, KEEEGUGURAN DAN CUTI HAID

Bagi Karyawen wanita yang akan melahirkan berhak atas cuti
hamil selama 1 1/2 bulan sebelum dan 1 1/2 sesudah melahir
kan atau gugur kandungan dengan mendapat upah penuh.

Bagi yang akan ménggunakan cuti hamil tersebut harus meng-
ajukan permohonegn terlebih dahulu kepada Perusahaan dengan
disertai surat keterangan dokter atau bidan yang merawat-
nye.

Istirahat heid,

- Kepada Karyawan wanita yang mengalami haid tidak diwajib-
kan bekerja pada hari pertama dan heri keduva dengan men-
dapat upah penuh.

- Kepada Karyawan bersangkutan tersebut diwajibkan untuk
memberitahukan halnya kepada Perusahaan dalam waktu

sesingkat-singkatnya.

Pasal 15
IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN MENDAPAT/TANPA UPAH

Perusahaan depat memberikan ijin kepada Karyawan yang
meninggaelkan pekerjanen dengan mendapat upah, apabila

a. Pernikahan Karyawan sendiri .....cccceeeeve--0eas 2 hari
b. Pernikahan anak kandung Karyawan ................ 2 hart
c. Khitanan/pembaptisan anak XKaryawan ...... - W . 1 hari
d. Isteri Karyawan melahirkan ....... . «e.. 1 hari
e. Suami/isteri/anak/orangtua/mertua Karyawan

meninggal dunia ...... .00t uverececsstcenasssas. 2 hari

Ijin meninggalkan pekerjaan tersebut harus diperoleh ter-
lebih dahulu dari Perusahszan kecuali dalam keadaan mendessk
bukti-bukti tersebut dapat diajukan kemudian.

Atas pertimbangan-pertimbangan Perusahaen ijin
pekerjaan diluar ketentuan-ketentuan tersebut &4j
diberikan tanpa upsh. .

““»'::;%;f
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4. Setiap Karyawan dilarang membawa senjata api/tajem kedaleam-

lingkungan Peruseahaan.

" 5. Setiap Karyawan dilarang melakukan tindakan a susila di-
lingkungan Perusahaan.

Pasal 20
PELANGGARAN TATA TERTIB KERJA YANG DAPAT MENGAKIBATKAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Setiap Karyawen yang melakukan pelanggaran terhadap tata
tertib Perusahaan, pelanggaran hukum atau merugiken perusahasan
dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerje (PHK) dan di-
laksanakan sesuai prosedur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964,
antara lain adaleah sebagai berikut

a. Melakukan pencurian. ‘

b. Melakukan penganiayaan terhadap Pengusaha, keluarga Peng-
usaha atau sesama Karyawan.

c. Memikat Pengusaha, keluarga Pengusaha atau teman sekerja
untuk melakukan/berbuatf sesuatu yang melanggar hukum atau
me lakukan tindak kejahatan.

d. Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohannya milik .

Perusahaan.

e. Memberikan keterangan palsu.

f. Mabuk,; berjudi dan berkelahi ditempat kerja.

g. Menghina secara kasar atau mengancam Pengusaha, Keluarga
Pengusaha dan teman sekerja.

h

. Membongkar rahasia Perusahaan atau Trahasia rumah tangga
Pengusahs.

Pasal 21
PEMBERIAN SURAT PERINGATAN

1. Perusahaan dapat memberikan surat peringatan tertulis
: kepada setiap Karyawan yang melakukan pelanggaran tata
tertib Perusahaan, aentara lain sebegai berikut :
a. Sering datang terlambat atau pulang mendahului waktu
~ yang telah ditentukan.
b. Tidak mematuhi ketentvan-ketentuvan keselamatan kerja,
menolak perintah atasan dan sebagainya.
c. Menolak perintah yvang layak.
d. Melalaikan kewajiban secara serampangan. /99‘—=QQB$\
oR
o

e. Tidak cakap melakukan pekerjaan walaupu -
dimana-mana. /ﬁi

LY
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Kepada Karyawan yang melakukan pelanggaran tata tertib
Perusahaan akan diberikan surat peringatan secara tertulis,
yaitu :

- surat peringatan I

- surat peringatan 1II

- surat peringatan I1II

Surat peringatan tidak perlu diberikan menurut urut-urutan-

nya tetapi dapat dinilai dari besar Kkecilnya kesalahan yang
dilakukan oleh Karyawan,

Masing-masing surat peringatan mempunyai masa berlaku
selama 6 (enam) bulan dan apabila ternyata yang ber-
sangkutan masih melakukan pelenggaran lagi, maka perusahaan
dapat memutuskan hubungan kerjanya den dilaksanakan sesuai
dengan prosedur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964.

Pasal 22
MANGEKTITZR

Apabila Karyawan tidak masuk kerja tanpe alasan yang dapat
diterima oleh Perusahaan, maka Karyawan tersebut dianggap

mangkir. A

. ook
Apabila Karyawan mangkir selama 6 hariV berturut-turut,
Karyawan tersebut dinyatakan telah mengundurkaen diri dan

akan diproses sesuai dengan prosedur Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1964.

5.

Pasal 23
SCHORGSI NG

Schorsing dapat dikenakan kepada setiap Karyawan yang
melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kerja atau tidak
menjalankan kewajiban sebagimana mestinya atsu tindakan

yang merugikan Perusahaan.

Jangka waktu schorrsing yang sifatnya mendidik paling lama
1 (satu) bulan, kecuali menunggu keputusan P4 Daerah/Pusat
dan selama ijin PHK belum diberikan, maka schorsing y ing
lama' adalah 6 (enam) bulan. Selama dalam sc E:ﬁw

dibayar sebesar 50 % dari geji. 4

2 § R
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Pasal 24
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Bagi Karyawan yang telah melakukan pelanggaran berat atau
telah diberikan surat peringatan ketige/terakhir masih
me lakukan pelanggaran lagi, maka Perusahsan depat memutus-
kan hubungan kerja dan dilaksanakan sesiai dengan prosedur

Undang-Undang Nomor 12 Tehun 1964.

Bagi Karyawan yang mengundurkan diri dari perusahaan, harus
mengajukan permohonan secara resmi sekvrang-kurangnya 1
(satv) bulan sebelumnya kepeda Pimpinan Perusahaan. =

Dalam hel yang demikian pada prinsipnya Perusahaan tidak
ada kewajiban untuk memberikan uvang pesangon dan uang jasa,
nemun demikian Perusahean wajib mempertimbangkan dan meng-
hargai pengabdian Karyawan yang telah bekerja dengan
prestasi dan sekurang-kurangnya telah bekerja 5 tahun untuk

diberikan uang pisah dan atau uang pengabdian vang besarunya
diatur sebagai berikut

- Masa kerja 5 - 10 tahun ............ ceaae. 2 bulan gaji
- Masa kerja 10 - 15 tahun ...... vereneennar. 4 bulan gaji
- Masae kerja 15 tahun lebih ... .00 innnn 6 bulan gaji

Ketentuan pemberian uang pesangon dan uang jasa berpedoman
pada ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/MEN/
1986 adalah sebagai berikut

Besarnya ueng pesangon ditetapkan sekurang-kurangnya sbb.

- Masa kerja kurang dari 1 tahum .........,.. 1 bulan gaji
— Masa kerja 1 tahun atau lebih
tetapi kurang dari 2 tahun .........c000... 2 bulan gaji
- Masa kerja 2 tahun atau lebih
, tetapi kureng dari 3 tahun .......v.v¢v+... 3 bulan-gaji .
"~ Masa kerja 3 tahun atau lebih ............. 4 bulan gaji

Besarnya uang jasa dittapkan sekurang-kurangnya sbb. :

- Masa kerja 5 tahun atsu lebih

tetapi kurang dari 10 tahun .......... sese. 1 bulen gaji
- Masa kerja 10 tahun atau lebih

tetapi kurang dari 15 tehun .........0..... 2 bulan gaji
- Masa kerja 15 tehun atau lebih

tetapi kurang dari 20 tahun .......00vvec.. 3 bulan gaji
- Masa kerja 20 tahun atau lebih =

tetapi kurang dari 25 tahun ............. ~. & bulan~gaji
- Masa kerja 25 tahun atau lebih ...... vesens 5 bulag gaji

S .12 o
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4. Dengan upah untuk keperluan pemberian uang pesangon, uang
jasa dan genti kerugian lainnya diartiken :

1. a. Upah pokok,

b. Segala macam tunjangan yang diberikan kepada Karyawan
secara beerkala den teratur. -

c. Herga pembelian dari catu yang diberikan kepads
Karyawan dengan cuma-cuma, bilamana catu harus di-
bayeaer oleh Karyawan dengan harga subsidi, meka
sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian
dengan harga yang harus dibayar oleh Karyawan.

d. Penggantian untuk pengobatan den perawatan yang di-
berikan secara cuma-cuma yang besarnyas ditetapkan
sebesar 5 % dari upah berupe uang,

e. Penggantian peerumahan yang diberikan secara cuma-
cuma yang besarnya ditetapkan sebesar 10 % dari upah
berupea uang. :

2. Upeh sebulan sama dengan 25 kali upah sehari atau 173 ’
kali upah sejam.

3. Dalam hal Karyawan diberikan pengupahan atas dasar per-
hitungan satuan/borongan, maka besarnya upah sehari
adalsh sama dengan pendapatan rata-rata selama 3 bulan
terakhir.

. Pasal 25 .
PENYELESATAN KELUH KESAH KARYAWAN

1. Apabile terjadi keluhan/kekurangpuasan dari Karyawan atas
hubungan kerja, syarat-syarat kerja den keadasn ketenaga-
kerjaan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan
etasan langsung dan apabila belum dapat diselesaikan, maka
dapat diteruskan kepada Pimpinan yang lebih tinggi.

2. Apabila telah ada Serikat Pekerja (SP), agar diselesaikan
melalui musyawarah antara Pimpinan Serikat Pekerja bersama
Pimpinan Perusahaan dan apabila bener~-benar tidak dapat di-
selesaikan secara interen baru dimintakan bantuan. _kepada
Departemen Tenaga Kerja setempat untuk dapat. @ﬁs&f}%@ikan

%,

lebih lanjut. A ﬁﬁh
:fﬁh )
i f
-.:\l o
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Pasal 26
PENUTU?®P?

Apabila ada hal-hal! yang belum tercantum didalam Pereturan
Perusahaan ini akan diatur kemudian hari dengan memperhati-
kan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Perusahaan ini mulai b erlaku setelah disyahkan
oleh Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja DKI Jakarta dan
berlaku untuk paling 1ama 2 (dua) tahun.

Buku Peraturan Perusahaan ini dibagikan kepada masing-
masing Karyawan untuk diketahui dan dilaksanaken sebagai-
mana mestinya,

mxava, 87 Flbraary 1956,

Jakarta, 15 Januari 1996.

e
Direktur.-

MELLY, sm!/
(3355
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